
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan analisa di atas, 

bahwa adanya perbedaan pendapat tentang penetapan status talak 

pasangan suami-istri yang sudah pernah melakukan pernikahan 

dengan orang lain pasca jatuh talak 2(dua), perbedaan pendapat 

tersebut antara lain : 

1. Perbedaan pendapat terjadi antara tokoh agama dan tokoh 

adat setempat. Tokoh agama menyatakan bahwa pasangan 

suami istri yang sudah talak 2 (dua) kemudian berpisah, lalu 

menikah dengan pihak ketiga, lalu kembali menikah satu sama 

lain, dan suami menjatuhkan talak lagi, maka talak tersebut 

terhitung sebagai “talak tiga”. Berbeda pendapat tokoh adat, 

menyatakan jika pasangan suami istri yang sudah talak 2 

(dua) kemudian berpisah, lalu menikah dengan pihak ketiga, 

lalu kembali menikah satu sama lain, dan suami menjatuhkan 

talak lagi, maka talak tersebut terhitung sebagai “talak satu”. 

2. Perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan ulama 

Hanafiyah, Syafi’iyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah 

berpendapat bahwa setelah wanita menikah dengan laki-laki 

lain yang sah dan terjadi dhukul, hitungan talak lama terhapus, 

pernikahan dengan suami pertama dihitung dari awal. 

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah 

pernikahan dengan pihak ketiga tidak menghapuskan 

hitungan sebelumnya, jika sedah terjadi talak 2 (dua), maka 

talak setelah nikah ulang menjadi talak 3 (tiga) dan pasangan 



 

 

tidak boleh kembali sebelum memenuhi syarat tahallul. 

Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya kesenjangan 

pemahaman antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara di 

masyarakat Abai Siat. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan 

perceraian lisan atau kesepakatan adat tanpa melalui prosedur resmi 

di Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan status 

hukum pernikahan, yang berpotensi menimbulkan masalah di 

kemudian hari, seperti hak waris, status anak, dan keabsahan 

pernikahan berikutnya. 

Singkatnya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada 

aturan agama dan adat yang mengatur talak, penerapannya di lapangan 

masih membingungkan karena perbedaan interpretasi dan kurangnya 

pencatatan resmi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu 

sendiri. 

5.2  Saran 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah penulis 

jelaskan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

mengatasi permasalahan status talak di Kenagarian Abai Siat: 

1. Edukasi dan Sosialisasi Terpadu: 

Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

Pengadilan Agama, perlu bekerja sama dengan tokoh agama 

dan tokoh adat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi 

yang komprehensif kepada masyarakat. Materi sosialisasi 

harus mencakup hukum talak menurut syariat Islam, hukum 

talak menurut adat Minangkabau, dan prosedur perceraian 

sesuai hukum negara (Undang-Undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam). Tujuannya agar masyarakat 



 

 

memahami bahwa talak tidak hanya soal ucapan, tetapi juga 

memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang harus 

dipertimbangkan secara matang. 

2. Penguatan Peran Lembaga Resmi: 

Masyarakat harus didorong untuk menyelesaikan 

masalah perceraian melalui jalur resmi di Pengadilan Agama 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 UU Nomor 7 

Tahun 1989 yang berbunyi “pasal ini mengatur prosedur 

pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, baik 

cerai talak maupun cerai gugat”. Ini penting untuk 

mendapatkan kepastian hukum, melindungi hak-hak semua 

pihak (termasuk anak), dan menghindari masalah di masa 

depan. KUA dan Pengadilan Agama juga perlu lebih proaktif 

dalam memberikan layanan konsultasi dan mediasi bagi 

pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga, sebelum 

mereka memutuskan untuk bercerai. 

3. Harmonisasi Adat dan Hukum Negara: 

Perlu ada upaya untuk mencari titik temu atau 

harmonisasi antara praktik adat dan ketentuan hukum 

negara terkait perceraian. Hal ini bisa dilakukan melalui 

dialog dan musyawarah antara pemangku kepentingan adat, 

agama, dan pemerintah. Tujuannya adalah agar nilai-nilai 

adat tetap dihormati, namun tidak bertentangan dengan 

kepastian hukum yang diatur oleh negara. 

4. Kesadaran Masyarakat: 

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya pencatatan pernikahan dan perceraian. Dokumen 



 

 

resmi ini adalah bukti sah yang melindungi hak-hak mereka 

di mata hukum. Penting juga untuk memahami bahwa 

pernikahan adalah ikatan suci yang harus dijaga, dan 

perceraian adalah pilihan terakhir yang harus dihindari 

sebisa mungkin. 

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan masyarakat 

Kenagarian Abai Siat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik 

tentang status talak. Pada akhirnya dapat diambil keputusan yang tepat 

dan sesuai dengan syariat, adat, serta hukum negara, demi terciptanya 

keharmonisan dan kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga. 
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